BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1914, 2016 KEMENHUB. Pelayanan Publik Kelas Ekonomi.
Angkutan Orang dengan KA. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 151 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
PELAYANAN KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban
Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api
Pelayanan Kelas Ekonomi telah mengatur mengenai Tata
Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas
Ekonomi;

b. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban
penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan
orang dengan kereta api, perlu pelaporan pertanggung
jawaban realisasi atas kinerja penyelenggaraan kewajiban
pelayanan publik/public service obligation (PSO);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban



2016, No.1914

Mengingat

Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api

Pelayanan Kelas Ekonomi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perekeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 188), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,
serta  Perawatan dan Pengoperasian Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2013
tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan
dalam Penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik dan
Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 714);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun

2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif



